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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia;

pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber
daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
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Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak ,

Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: w7 J B3 P

a.  penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan 1|‘ " A f T s g \'
fungsional dan hak asasi manusia; | 1§ L

b. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan fungsional dan :
hak asasi manusia;

¢.  penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan fungsional
dan hak asasi manusia;

e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan
fungsional dan hak asasi manusia; dan

f.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

‘a t;

PROGRAM PELATIHAN

PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN
HAK ASASI MANUSIA

Jenis Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia antara lain :

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
2. Penyuluh Hukum Ahli Pertama;

3. Penyuluh Hukum Ahli Muda;

4. Penyuluh Hukum Ahli Madya

5. Analis Hukum Ahli Pertama

6.  Pemeriksa Paten Ahli Pertama;

7. Pemeriksa Merek Ahli Pertama;

8.  Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama;

9. Pemeriksa Keimigrasian Pemul;

10. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama;

11. Arsiparis Tingkat Keahlian;

12.  Analis Kepegawaian Tingkat Keahlian;

13.  Pranata Komputer Ahli Pertama;

14.  Pranata Humas Ahli Pertama;

15. Calon Analis Kebijakan;

16.  Khusus Analis Kebijakan;

17. Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning;

18.  Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning;
19.  Massive Open Online Course (MOOC).

JI. Raya Gandul Cinere No. 4 - Depok 16512
Telp. : (021) 7540077 - 7540124

Email : bpsdm_kemenkumham@yahoo.com
Web : www.bpsdm.kemenkumham.go.id



PELATIHAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN MEKANISME PNBP BPSDM HUKUM DAN HAM

A. Pendahuluan
Dalam rangka pengembangan karier dan mewujudkan Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar
kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan mempunyai tugas pembinaan antara lain menganalisis kebutuhan
pelatihan, merencanakan program pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan fungsional

D. Penyelenggaraan PelatihanFungsional Perancang

Persyaratan Peserta:

Untuk menjadi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan berikut :

a. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b. Liduk sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau

eraf;
«.  mendapat persetujuan dari atasan langsung paling rendah pejabat pimpinan
tinggi pratama pada unit kerjo;

diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pusat

dan/atau Instansi Daerah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan
surat permohonan usulan calon peserta kepada Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dengan tembusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM;

2. Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah menetapkan peserta Pelatihan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan.

di bidana oeraturan perundana-undenaan d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat akan mengikuti 3. Jumlah Peserta:
Uniuk m%v[J)u'udkun kgluncurung on eleﬁ oraan oelatihan funasional Perancana Peraturan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama; Jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Perund ' d d P ﬁ' kgg - PP iabat F gsl IP gP ; e. sehat jasmani dan rohani; dan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang
erundang-undangan dan pemenunan kompetensi Fejabal rungsional Ferancang F eraturan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi penyelenggara dalam 1 (satu) angkatan pelatihan.
Perundang-undangan, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan. pelatihan
B. D Hok Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan mengikuti Pelatihan Fungsional 4. Tenaga Pengajar:
- vasar Rukum - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama harus melengkapi dokumen Tenaga Pengajar pada PelatihanFungsional Perancang dapat berasal dari:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran tan administrasi sebaaai berikut: 1 Widyai ]
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik persy(flra En gsmlnli(ruﬂ 5¢ u%m er E Jabatan Funasional P P 9 PI ymswurg, Perund d
Indonesia Nomor 5494); ofokopi Suraf Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan - Perancang eraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Perundang-undangan; 3. Pakar/ahli;
" il (el Reoublik Indonesia Tah 20]7'% 6|3 Tomb l? L bg 2. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai 4. Pejabat negara;
Iptt {Lembaran Negara Republik inclonesia tahun omor b, lambanan tembaran (PPKP) selama 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang 5. Tenaga pengaiar luar biasa;
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Berwenang; 6. Pejabat karier; dan/atau
Eemenqiﬂ Ili10m36]177 TTUII'U" 2320 IgniungPPerubqhﬁn aIgsS.Pglrult_uruE Pemﬁ”"mh 3. pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian 7. Dosen.
omor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman Untuk dapat menjadi tenaga pengajar pada PelatihanFungsional Perancang, fenaga
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik disiplin fingkat sedang atau berat; pengaiar harus memenuhi persyaratan:
Indonesia Nomor 6477); . . 4. persetujuan dari atasan langsung paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama 1. menguasai materi yang diajarkan;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi pada unit keria; 2. terampil mengojar secara sistematik, efekiif, dan efisien;
4 g:rg'tjlf:gn(&ngﬂrﬁﬂkrn‘:gﬂ; HR(]ekpr(:ISIi(MIEgSSr}:S;I(:)nIg:]:? T%?IL?] 2N[]02T(I);nf:n); 5. fotokopi Kartu Pegawai; 3. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan
" Oraanisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Re ublig 6. keterangan sehat dari dokier pemerintah atau rumah sakit pemerintah; pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelatihan;
In(gilonesiu (Berita Nel aro. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1p365)~ 7. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh 4. berpendidikan paling rendah strata 2 (dua) atau berpengalaman di bidangnya
5 Peraturan Menteri Pendugu unuanpA aratur Neaara dan Reformasi Birokrasi Nomor pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pejabat karier, dosen, tenaga pengaijar luar
" 45 tahun 2021 tenfan Jagut%n Fun signul Peron?an Peraturan Perundana-undanaan 8. pasfoto 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) biasa, dan pakar/ahli;
(Berita Negara Re uglik IndonesiagTuhun 2001 Norgor 1360); g g lembar. 5. menduduki jenjang jabatan yang sama atau lebih tinggi dari jenjang peserta
6 PeruturungMenterI; Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentan . . Pelatihan bagi Perancang Peraturan_Perundang-undangan; dan
" Korikulum Pelafihan Funasional Perancana Peraturan Perundana-undanaan (Beritg 2. Tata Cara Pengajuan Calon Peserta dan Penetapan Peserta Pelatihan 6. telah memiliki sertifikat Training Of Trainer (ToT) Pelatihan Fungsional Perancang
N Reoublik Ind g Tahun 2022 N g 13); g g Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan bagi Widyaiswara dan Perancang Peraturan
egara Republik Indonesid lahun ZUZ2 Nomor 12); . a. Tahapan pengajuan calon peserta dan penetapan peserta Pelatihan Fungsional Perundang-undangan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun Perancana Peraturan Perundana-undanaan yana berasal dari Kementerian
2022 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Hukum d(?n Hak Asasi Manusia sgbugai bgriku);‘ 9 5. Waktu pelaksanaan:
::\legur_u Bulks" Pajok S(F],mp“' Dengan Ngl R"pmg Atau Nol Persen Pelatihan Jabatan 1. pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Rl o) e e S A Bl mengajukan calon peserta kepada Sekretaris Jenderal; dilaksanakan selama 52 (lima puluh dua) hari kerja untuk 368 (tiga ratus enam puluh
C. Tuivan dan Sasaran Pelatihan Funasional Perancan 2. Sekretaris Jenderal mengajukan calon peserta kepada Kepala BPSDM delapan) jam pelajaran; 1 (satu) jam pelajaran dilaksanakan selama 45 (empat puluh
. i I Toivan: 9 9 Hukum dan HAM untuk mengikuti Pelatihan setelah berkoordinasi dengan [ima) menit.
- Jvjuan: . . Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- 3. Kepala BPSDM Hukum dan HAM menetapkan usulan calon peserta 6. Pembiayaan:
undungun': katk huan. keahian. d ilak kd laksanak sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai peserta pelatihan. Biaya mengikuti Pelatihan Fungsional Calon Perancang dengan mekanisme PNBP
. me"'"? Et an pFengetp utln}; ea |an,Pun pertia FE' u"“:j upuiéne aksanakan b.  Tahapan pengajuan calon peserta dan penefapan peserta Pelatihan yang berasal BPSDM Hukum dan HAM ditanggung oleh masing-masing instansi dengan besaran
Iug?s.u GI'S" ”"gj.'lomzi FIEO"‘%"%. ergturun_k e;un ung-’\ijn °!‘g.‘"!lsepfﬂg° dari Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM untuk pelatihan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
pro eglgna enI?un an .“.s'b epriba md" an etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) dlselenggurukun oleh BPSDM Hukum dan HAM sebugul berikut: 14 TAHUN 2022 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif
b sesual gn?un Iompeten5| |0 (Iltunnyu;f an. I berdasarkan keahlian fertent Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mempunyai kewenangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Pelatihan
: men|un(]|_n .“ﬁ(‘%eggg"f““yfl pelfyunun.un?(swnu k(?r asarkan keaniian ferentu melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu sebesar:
%ankg ) 'm'b' Il ¢alam rangka peningkalan: kinarjd- organisasi-secdra PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan Jenis Penerimaan Neaara Bukan Paiak S Tarif (Rubiah
) SUSGFG?\r esinambungan. surat permohonan usulan calon peserta kepada Direktur Jenderal Peraturan éNis Tenerimaan Hegara Bukan +ajd atuan arif (Rupiah)
i I lafihan funasional P p Perund Perundang-undangan dengan tembusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM; a. Metode Klasikal Per orang 36.252.000,-
B0 [T AT b L) el T [ el 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengajukan calon b. Metode Terpadu Per orang 23.864.000,-
undangan: peserta pelatihan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM; «. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Per orang 14.708.000 -

a. terpenuhinya kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi
Pusat dan/atau Instansi Daerah sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
b. terwujudnya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi

3. Kepala BPSDM Hukum dan HAM menetapkan peserta Pelatihan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat melalui Email:

¢.  Tahapan pengajuan calon Peserta dan penetapan Peserta Pelatihan yang berasal 1.

penyelenggaradiklatfungham@gmail.com dan
dari Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM untuk pelatihan yang

2. bidangprogramfungham@gmail.com atau dapat menghubungi:
3. Sari Sulistiawati Suwardi (Subkoordinator Standardisasi dan Metoda; HP. 087823466573);
4. Liana Marfini (Subkoordinator Administrasi Peserta; HP. 081317703757).

kompetensi untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan jenjang jabatannya.



